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No. SK :

I Per syar atan

1. 1. Mengajukan permohon berperkara secara cuma-cuma (prodeo) tertulis atau lisan Kepada Ketua

Pengadilan Negeri.

2. 2. Permohoan tersebut dilampiri : - Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh
Kepala Desa /Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak
mampu membayar biaya perkara; atau - Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu
Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin),
Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan
Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar Penduduk miskin dalam basis data
terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan
keterangan tidak mampu ; atau - Surat Pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani

Pemohon dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri

Sistem, M ekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 18 Nov 2024 pukul 11:20. Klik di sini untuk melihat halaman asli.
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1. 1. DiajukanUtelu Peridgepgaatdardimggirbepadaigtt & @aggatilzn NegetinSelabkdeaitera. -
Pemohon atau Penggugat membuat surat permohonan /gugatan untuk berperkara yang didalamnya
tercantum pengajuan berperkara secara prodeo dengan mencantumkan alasan-alasannya. - Surat
permohonan dapat dibuat sendiri dapat pula meminta bantuan kepada Pos Bantuan Hukum (Pos
Bakum) pada pengadilan - Jika anda tidak dapat menulis (buta huruf), surat permohonan / gugatan
dapat diajukan secara lisan dengan menghadap kepada Ketua Pengadilan setempat. - Melampirkan
Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau jaminan social lainnya (lihat syarat-syarat diatas). - Ketua
Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan berkas permohonan pembebasan biaya perkara
berdasarkan pertimbangan Panitera/Sekretaris dan Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Surat
Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang harus diterbitkan pada tanggal yang sama
dengan tanggal diajukannya surat permohonan layanan pembebasan biaya perkara, dan apabila
permohonan dikabulkan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing - masing untuk arsip berkas perkara,
Panitera/Sekretaris dan pemohon ; - Apabila pada hari yang bersangkutan, Ketua Pengadilan Negeri
tidak berada di tempat, maka surat penetapan tersebut dapat dikeluarkan oleh Wakil Ketua atau
Hakim yang ditunjuk; - Apabila perkara telah diputus dan Penggugat/Pemohon dipihak yang kalah,
maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/Pemohon, dengan amar putusan berbunyi : “
Membebankan biaya perkara kepada Negara ". - Ketua Pengadilan Negeri berwenang menetapkan
besaran satuan biaya sesuai dengan kondisi wilayah masing - masing; - Sekretaris selaku Kuasa
Pengguna Anggaran membuat surat keputusan untuk membebankan biaya perkara kepada anggaran
negara dengan menyebut besaran anggaran yang dibebankan kepada negara sebesar : - Perkara
Permohonan maksimal Rp. 187.000,00. (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). - Perkara Perdata
Gugatan maksimal Rp. 2.185.000,00. (dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah). - Banding
maksimal sebesar : Rp. 897.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). - Kasasi maksimal
sebesar : Rp. 1.137.000,00 (satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). - Peninjauan Kembali
maksimal sebesar : Rp. 2.137.000,00 (dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). - Permohonan
eksekusi hanya untuk panjar biaya eksekusi sebesar : Rp. 1.077.000,00 (satu juta tujuh puluh tujuh ribu
rupiah). 1. Diajukan oleh Tergugat atau Termohon kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera. -
Permohonan Pembebasan Biaya Perkara diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri
dengan dilampiri syarat-syarat tersebut di atas, sebelum Tergugat/Termohon memberikan jawaban,
dan Panitera/Sekretaris memeriksa ke lengkapan persyaratan pembebasan biaya perkara ; - Ketua
Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan berkas permohonan pembebasan biaya perkara
berdasarkan pertimbangan Panitera/Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang harus diterbitkan pada
tanggal yang sama dengan diajukannya surat permohonan layanan pembebasan biaya perkara apabila
permohonan dikabulkan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk arsip berkas perkara,
Panitera/Sekretaris dan pemohon; - Apabila pada hari yang bersangkutan, Ketua Pengadilan Negeri
nformasi priykrige radakdii térmpatamn akansneapanered Apanstersaif iod aprdtrd ke 10 Atk Bk dlehiWwakil ke twa rataman asli.
Hakim yang ditunjuk ; - Dalam hal perkara telah diputus dan Tergugat/Termohon dipihak yang kalah,
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Biaya/ Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Putusan / Penetapan Hakim.
Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui aplikasi SIWAS

2. Dilakukan secara tertulis melalui surat
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